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PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013; :

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 34865) :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844 )
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UnEJang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ketangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (PP SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45837

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 9 ) sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 6 )i

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun
2014 Nomor 2) ;

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ( Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 45 ) sebagaimana telah diubah
dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 30 b



MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan Rp. 1.547.605.213.107,47
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 658.974.707.435,78
b. Dana Perimbangan Rp. 661.103.049.179,00

C.  Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 227.527.456.492,69

2. Belanja Rp. 1.537.883.625.295,64

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 800.979.095.853,99
1) Belanja Pegawai Rp. 672.344.600.098,86

2) Belanja Hibah Rp. 58.971.604.952,10

3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 218.635.000,00

4) Belanja Bagi Hasil Rp. 21.544.000.000,00

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 38.776.153.810,84

6) Belanja Tidak Terduga Rp. 9.124.101.992,19

b. Belanja Langsung Rp. 736.904.529.441,65
1) Belanja Pegawai Rp. 50.422.356.896,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 432.473.819.954,65

3) Belanja Modal Rp. 254.008.352.591,00
Surplus (1-2) Rp. 9.721.587.811,83

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 257.805.712.971,61
b.  Pengeluaran Rp. 45.162.429.564,93
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 222.364.871.218,51

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 212.643.283.406,68

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.



Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 25 Agustus 2014
_, WALIKOTA DENPASAR,

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2014
SEKR_E{‘AR -DAERAH KQTA DENPASAR
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BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 31



